[image: image1.jpg]


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Catatan atas Laporan Keuangan

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

Catatan atas Laporan Keuangan

untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor      120 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perubahan kebijakan tersebut sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

a. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

b. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

c. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
d. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
e. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis denganurutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatanatas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporanoperasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporanperubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnyamemberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif,termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
f. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

4.2.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.2.2 Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.  

4.3  Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai 

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS. 
Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

3) Beban Bunga 

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. 

4) Beban Subsidi
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

5) Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

6) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa  oleh Pihak Ketiga.

7) Beban Penyusutan 

Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
8) Beban Amortisasi
Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.

9) Beban Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi.

Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

a) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja 

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

b. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
c. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. 
d. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.

e. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.

f. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
g. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.
4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 

a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.

b. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.

c. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas  

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO. 
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaanya kas pemerintah dibagi menjadi dua :

a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
b. Kas Pengelola Daerah yang Dikelola SKPD



Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang 
a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.

c. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.

d. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
e. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
f. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.

g. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
h. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya. 
i. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
j.   Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

k. Kriteria pengakuan piutang pajak :
1. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau 

2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
l. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
m. Piutang  dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
n. Penghentian pengakuan piutang
o. Penyisihan piutang tidak tertagih
Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (the allowance method). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

p. Penghentian pengakuan piutang 
Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (write off). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
q. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

r. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu
4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
a. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
b. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
c. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
d. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
e. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
f. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.
4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi
a. Investasi Jangka Pendek :
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
2. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
5. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. 
6. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. 
7. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. 
8. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
b. Investasi Jangka Panjang :
1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
c. Metode penilaian investasi pemerintah :
1. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 
2. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. 
3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir. 
4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
a. Persediaana dalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
b. Barang persediaan terdiri dari :

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan kemasyarakat;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
c. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
d. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.

e. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
f. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan harga pembelian terakhir berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun dan khusus untuk pencatatan persediaan secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

a. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancer.
b. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
c. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas, yang terdiri atas tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.
d. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
e. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima ataudiserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
f. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
g. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan.Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
h. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
i. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
j. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
k. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
l. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
m. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
n. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
o. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
p. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
q. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. 
r. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjangmasa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying amount).
s. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran  tersebut terjadi.
t. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
u. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
v. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
w. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
x. Penyusutan aset

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

	    Penyusutan per periode     =
	Nilai yang dapat disusutkan
	

	
	Masa Manfaat
	


· Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan  tidak memiliki nilai sisa (residu). 

· Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

	Kode Akun
	Uraian Akun
	Masa
	Prosentase
	Penambahan

	
	
	Manfaat
	Renovasi/
	Masa Manfaat

	
	
	(tahun)
	Overhoul
	(tahun)

	1
	3
	2
	 
	 
	Peralatan dan Mesin
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	01
	 
	Alat-Alat Besar Darat
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	02
	 
	Alat-Alat Besar Apung
	8
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	03
	 
	Alat-alat Bantu
	8
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	04
	 
	Alat Angkutan Darat Bermotor
	8
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	05
	 
	Alat Angkutan Tak Bermotor
	4
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	06
	 
	Alat Angkut Apung Bermotor
	8
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	07
	 
	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
	4
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	08
	 
	Alat Angkut Bermotor Udara
	20
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	09
	 
	Alat Bengkel Bermesin
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	10
	 
	Alat Bengkel Tak Bermesin
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	11
	 
	Alat Ukur
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	12
	 
	Alat Pengolahan 
	4
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	13
	 
	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 
	4
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	14
	 
	Alat Kantor
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	15
	 
	Alat Rumah Tangga
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	16
	 
	Komputer
	4
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	17
	 
	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	18
	 
	Alat Studio
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	19
	 
	Alat Komunikasi
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	20
	 
	Peralatan Pemancar
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	21
	 
	Alat Kedokteran
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	22
	 
	Alat Kesehatan
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	23
	 
	Unit-Unit Laboratorium
	8
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	24
	 
	Alat Peraga/Praktek Sekolah
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	25
	 
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
	15
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	26
	 
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
	15
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	27
	 
	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	28
	 
	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	29
	 
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
	8
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	30
	 
	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
	15
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	31
	 
	Senjata Api dan Alat Keamanan 
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	32
	 
	Persenjataan Non Senjata Api
	4
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	2
	34
	 
	Senjata Sinar 
	5
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	3
	 
	 
	Gedung dan Bangunan
	 
	 
	 

	1
	3
	3
	01
	 
	Bangunan Gedung Tempat Kerja 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Permanen
	50
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Semi Permanen
	25
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Darurat
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	3
	02
	 
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Permanen
	50
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Semi Permanen
	25
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Darurat
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	3
	03
	 
	Menara dan Monumen    
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Permanen
	50
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Semi Permanen
	25
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Darurat
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	3
	4
	 
	Rambu-Rambu
	20
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	4

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	 
	 
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	01
	 
	Jalan
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	02
	 
	Jembatan
	50
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	03
	 
	Bangunan Air Irigasi
	50
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	04
	 
	Bangunan Air Pasang Surut
	50
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	05
	 
	Bangunan Air Rawa
	25
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	06
	 
	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	07
	 
	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	08
	 
	Bangunan Air Bersih/Baku
	40
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	09
	 
	Bangunan Air Kotor
	40
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	11
	 
	Instalasi Air Minum Bersih
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	12
	 
	Instalasi Air Kotor
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	13
	 
	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
	10
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	15
	 
	Instalasi Pembangkit Listrik
	40
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	16
	 
	Instalasi Gardu Listrik
	40
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	17
	 
	Instalasi Pertahanan
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	18
	 
	Instalasi Gas
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	19
	 
	Instalasi Pengaman
	20
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	20
	 
	Jaringan Air Minum
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	21
	 
	Jaringan Listrik dan Komputer
	40
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	22
	 
	Jaringan Telepon
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	3
	4
	23
	 
	Jaringan Gas
	30
	<25%
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25%≤ sd <50%
	2

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50%≤ sd <75%
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	≥75%
	10


y. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

z. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
aa. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

b. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
c. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
d. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkanhasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.
4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik
b. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah Goodwill, hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan franchise, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
c. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
d. Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian, terdiri dari:
1. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat,
2. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
e. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
f. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset tak berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset tak berwujud tersebut.
g. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer dianggap sebagai beban pemeliharaan apabila sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
h. Amortisasi dibagi  menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
i. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :
	amortisasi per periode     =
	Nilai yang dapat diamortisasikan

	
	Masa manfaat


· Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu). 

· Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
j. Tagihan  Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Hak tagih pemerintah daerah atas kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang.

k. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara.

l.  Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

m. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.

n. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.
a. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
b. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
c. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancer utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
d. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
e. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.
f. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia.
g. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal.
h. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mengikuti karakteristik dari masing-masing pos kewajiban dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Pihak Ketiga 

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian.

b) Utang bunga

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Nilai Pungutan/Potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain (Kas Negara cq Pendapatan Pajak, PT Taspen, Bapeltarum dan BPJS Kesehatan) harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

e) Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan pada laporan keuangan adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
f) Utang Belanja

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

g) Utang transfer

Utang transfer DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar bagian pendapatan entitaspenerima yang belum dibayarkan sampai dengan periode pelaporan. Sedangkan utang selain DBH dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar jumlah yang seharusnya menjadi hak entitas penerima dikurangi dengan julah yang telah disalurkan.

2. Kewajiban Jangka Panjang-Utang Dalam Negeri

a) Utang lembaga perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. 

b) Utang non perbankan dicantumkan dalam laporan keuangan sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premi harus dinilai sebesar nilai pari. 

i. Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

4.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

a. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
b. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
· Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

· Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
c. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
d. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
e. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
f. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi
a. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya

b. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.

c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
1. Kesalahan tidak berulang 

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan


Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya 

1) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

a) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

· Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

· Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
b) Belanja dan Beban

· Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

· Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

c) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

d) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

e) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

f) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
2. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 



